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SIARAN PERS 
 
KOMITMEN TANPA HENTI BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DALAM 

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGUATAN HUKUM TAHUN 2025 

 

BANDAR LAMPUNG, 21 Januari 2026 - Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan 

komitmennya untuk terus menjaga prinsip keterbukaan informasi publik serta 

memperkuat fondasi hukum kelembagaan, meskipun tahun 2025 merupakan masa 

non-tahapan pemilu. 

 

Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Suheri, menegaskan bahwa semangat kerja 

Bawaslu tidak pernah surut meskipun tidak berada dalam tahapan pemilu. 

 

“Demokrasi tak pernah istirahat, begitu juga dengan kami. Tahun non-tahapan justru 

menjadi momentum penting bagi Bawaslu Provinsi Lampung untuk memperkuat 

aspek hukum dan meningkatkan kapasitas kelembagaan,” tegas Suheri. 

 

Hal tersebut tercermin dari kinerja Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Lampung 

sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rekapitulasi data, Divisi Hukum telah 

melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain : 

 

NO JENIS KEGIATAN JUMLAH 

1 Rapat Dalam Kantor (RDK) Bidang Hukum 3 

2 Pendampingan Hukum 9 

3 Penyusunan Laporan Akhir 16 

4 Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Hukum 64 

5 Pengelolaan JDIH 8 
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Upaya ini menjadi bagian penting dalam memastikan tertib administrasi hukum, 

ketersediaan regulasi, serta dukungan hukum yang kuat bagi seluruh jajaran Bawaslu. 

 

Melalui keterbukaan informasi publik dan penguatan fungsi hukum yang 

berkelanjutan, Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus 

hadir sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh upaya 

ini dilakukan demi menjaga kualitas demokrasi dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu di Provinsi Lampung. 

 

Sementara itu,  Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Koordinator Divisi Humas, Data 

dan Informasi Ahmad Qohar, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengawasan pemilu. Melalui Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Bawaslu Provinsi Lampung secara 

konsisten memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat 

sepanjang tahun 2025. 

 

“Sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu, PPID Bawaslu Provinsi 

Lampung berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, 

dan bertanggung jawab. Bagi kami, transparansi bukan sekadar kewajiban normatif, 

melainkan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat Lampung,” ujar Ahmad 

Qohar. 

 

Sepanjang tahun 2025, PPID Bawaslu Provinsi Lampung telah melayani berbagai 

permohonan informasi dari beragam latar belakang pemohon, mulai dari mahasiswa, 

aparatur sipil negara (ASN), hingga masyarakat umum. Permohonan tersebut 

didominasi oleh kebutuhan akademik seperti penelitian, skripsi, dan tesis, serta 

kepentingan pengawasan partisipatif oleh masyarakat. 
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NO 

LATAR 

BELAKANG 

PEMOHON 

BULAN 

PERMOHONAN 

WAKTU 

YANG 

DIPERLUKAN 

KEPERLUAN STATUS 

1 Mahasiswa Juni 3 Hari Penelitian 
Diberikan 

Sebagian 

2 Mahasiswa Juli 2 Hari Skripsi Diberikan 

3 Mahasiswa Agustus 1 Hari Skripsi Diberikan 

4 ASN Agustus 2 Hari Tesis 
Diberikan 

Sebagian 

5 Mahasiswa Oktober 5 Hari Tesis Diberikan 

6 Mahasiswa Oktober 10 Hari Skripsi Diberikan 

7 Masyarakat Oktober 10 Hari 
Pengawasan 

Masyarakat 
Diberikan 

8 Mahasiswa Oktober 3 Hari Skripsi Diberikan 

 

Berdasarkan data capaian pelayanan PPID, tercatat delapan permohonan informasi 

publik yang diproses dengan waktu pelayanan yang bervariasi antara satu hingga 

sepuluh hari kerja. Dari jumlah tersebut, sebagian besar permohonan telah dipenuhi 

dan diberikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, baik secara penuh maupun sebagian, dengan tetap memperhatikan prinsip 

kehati-hatian terhadap informasi yang dikecualikan. 

 

Capaian ini mencerminkan keseriusan Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjamin 

hak masyarakat atas informasi publik, sekaligus memperkuat kepercayaan publik 

terhadap lembaga pengawas pemilu. 

 

 
 
 
Narahubung Divisi Hukum dan Diklat 
Nama  : Suheri 
Jabat : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung 
Narahubung Divisi Humas Data dan Informasi 
Nama  : Ahmad Qohar 
Jabatan  : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung 
 


